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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk periode Triwulan II  (April s.d. Juni) Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.
Penyusunan laporan tindak lanjut ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Laporan ini disusun sebagai respons langsung terhadap Laporan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II 2026 yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Hasil survei yang telah dianalisis secara mendalam memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang telah diberikan. Temuan-temuan dari survei tersebut, baik yang menunjukkan kekuatan maupun area yang memerlukan peningkatan, telah dievaluasi secara komprehensif oleh Tim Manajemen untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan strategis.
Laporan tindak lanjut ini diharapkan dapat menjadi pedoman internal dalam pelaksanaan perbaikan pelayanan serta menjadi dokumen akuntabilitas bagi para pemangku kepentingan eksternal, yang menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung senantiasa responsif terhadap masukan dan harapan masyarakat demi terwujudnya pelayanan peradilan yang prima, cepat, dan berkeadilan.



Bandar Lampung, 02 Juli 2026
 Ketua Tim,




Dra. Neneng Susilawati, M.H.
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BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah upaya berkelanjutan untuk memperbarui dan menginovasi sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola yang baik (good governance). Di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya, reformasi birokrasi diterjemahkan ke dalam komitmen untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung, sebagai lembaga peradilan tingkat banding sekaligus koordinator wilayah (korwil) bagi Pengadilan Agama di bawahnya, memegang peran strategis dalam menyukseskan agenda tersebut.
Salah satu instrumen fundamental dalam kerangka reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas adalah pengukuran kinerja pelayanan melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). SPAK berfungsi sebagai tolok ukur objektif untuk menilai persepsi dan kualitas layanan yang diterima langsung oleh pemangku kepentingan.
Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, mengamanatkan fokus pembangunan Zona Integritas (ZI) yang tertuju pada dua sasaran yang utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen. Telah dilaksanakan SPAK untuk periode Triwulan II, yang mencakup 1 April hingga 30 Juni 2026.
Hasil SPAK Triwulan II 2026  menunjukkan pencapaian yang sangat positif, dengan nilai Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yaitu 3,98 (dari skala 4,00) atau setara dengan 99,5%. Nilai ini menempatkan mutu pelayanan PTA Bandar Lampung pada kategori 'A' (Sangat Baik). Pencapaian ini patut diapresiasi, namun tidak menjadikan unit kerja cepat berpuas diri.



Penyusunan Laporan Tindak Lanjut (RTL) ini didasarkan pada prinsip continuous improvement. Laporan ini disusun bukan karena adanya temuan negatif atau kegagalan pelayanan, melainkan sebagai bentuk komitmen proaktif untuk terus meningkatkan keunggulan. Dalam hasil yang "Sangat Baik" tersebut, tetap diidentifikasi unsur-unsur yang memiliki skor relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya.
Oleh karena itu, laporan ini akan memfokuskan pada analisis prioritas terhadap unsur dengan skor terendah tersebut dan merinci rencana aksi strategis yang akan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mencapai tingkat kesempurnaan yang paripurna.
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B. Dasar Hukum
Penyelenggaraan Survei Persepsi Anti Korupsi dan penyusunan Laporan Tindak Lanjut ini didasarkan pada landasan yuridis formal sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
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BAB II
PEMBAHASAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT


A. [bookmark: _GoBack]Rekapitulasi Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II 2026
Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan selama Triwulan II, mulai tanggal 1 April hingga 30 Juni 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengisian mandiri oleh responden melalui Aplikasi Survelag yang disediakan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag).1
Selama periode tersebut, survei berhasil menjaring 33 responden. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data survei, diperoleh temuan kinerja utama sebagai berikut 1:
· Nilai Persepsi Anti Korupsi (SPAK): 3,98 (dari skala 4,00)
· Nilai Konversi IKM: 99,5%
· Mutu Pelayanan: A
· Kinerja Unit Pelayanan: Sangat Baik / Prima

Nilai tersebut merupakan rata-rata tertimbang dari 5 (lima) unsur pelayanan yang diukur. Hasil penilaian untuk setiap unsur pelayanan dirinci dalam tabel berikut, yang menunjukkan bahwa seluruh unsur telah mencapai kategori "Sangat Baik (A)".
Tabel 2.1 Hasil Per Unsur Pelayanan SPAK TW II  2026

Sumber: Laporan Hasil SPAK PTA Bandar Lampung TW II 2026
	No
	Unsur Pelayanan (Indikator)
	Nilai
	Mutu

	1
	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini
	3,97
	Sangat Baik (A)

	2
	Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini
	3,94
	Sangat Baik (A)

	3
	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini
	3,97
	Sangat Baik (A)

	4
	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini
	4,00
	Sangat Baik (A)




5
Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit pelayanan ini
4,00
Sangat Baik (A)








B. Analisis Prioritas Perbaikan dan Identifikasi Akar Masalah
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1, secara keseluruhan kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sangat memuaskan. Unsur U2 (Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini) mendapat nilai 3,94 , yang penanganan pengaduan pada pengguna layanan sudah sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan integritas layanan publik yang sangat baik.
Meskipun demikian, dalam semangat perbaikan berkelanjutan, manajemen memfokuskan perhatian pada unsur yang memperoleh nilai terendah di antara yang lain, sekalipun nilai tersebut masih dalam kategori "Sangat Baik". Unsur yang diidentifikasi sebagai prioritas utama perbaikan adalah "U2: Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini ", yang memperoleh nilai 3,94. Namun jika di bandingkan dengan Triwulan I Untuk U2: “Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini” naik nilainya jika dibandingkan dengan Triwulan I dengan nilai 3,77. Jika melihat dari Triwulan I semua mengalami kenaikan nilai.
Untuk memahami konteks temuan ini, perlu dilakukan analisis terhadap profil responden yang berpartisipasi dalam survei. Data demografi responden dari Laporan SKM TW II 2026 menunjukkan :
1. Pekerjaan : 60,61% responden adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Pendidikan : 51,52% responden memiliki tingkat pendidikan Diploma IV/ Strata 1.
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data ini mengindikasikan bahwa "masyarakat" yang disurvei sebagian besar adalah kepentingan internal atau aparatur dari satuan kerja Pengadilan Agama (PA) di wilayah
hukum PTA Bandar Lampung. Mereka adalah pengguna layanan yang terdidik dan memiliki ekspektasi tinggi, yang datang ke PTA untuk urusan kedinasan (misalnya, layanan pembinaan, layanan penyelesaian perkara banding, atau layanan permohonan informasi).
Berdasarkan analisis tersebut, persepsi " Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini” (U2) yang sedikit lebih rendah ini kemungkinan besar tidak merujuk pada transparansi proses yudisial (persidangan), melainkan pada transparansi petugas dalam memberikan pelayanan yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
Dengan demikian, akar masalah (hipotesis) yang diidentifikasi adalah:
1. Kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan yang setaran dan sessitivitas terhadap keragaman (agama, ras, gender, usia, disabilitas, dsb).
2. SOP semua pihak dalam memberikan pelayanan terhadap urutan, urgensi, atau kriteria objektif lainya, bukan factor subjektif.
3. Nilai profesionalisme dan pelayanan public yang berorientasi pada kepuasan masyarakat


C. Rencana Aksi dan Implementasi Tindak Lanjut
Berdasarkan Laporan Hasil SPAK TW II 2026, rekomendasi umum yang dirumuskan adalah "peningkatan kompetensi petugas dengan mengadakan pelatihan tentang efisiensi kerja, pelayanan prima, dan manajemen waktu". Untuk menerjemahkan rekomendasi tersebut menjadi tindakan nyata yang menjawab akar masalah, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan rencana aksi yang terfokus pada dua area utama:
1. Peningkatan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Tindakan ini bertujuan untuk merespons Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini (U2) secara langsung pada layanan front-office (luring) dan layanan back-office yang terhubung dengan PTSP (daring). Langkah- langkah yang akan diambil meliputi:
a. Evaluasi Prosedur Pelayanan (Review SOP):
Manajemen akan segera melakukan peninjauan kembali (review) terhadap seluruh SOP layanan di PTSP. Fokus utama adalah mengidentifikasi tahapan-tahapan yang memperlambat proses atau menyebabkan waktu tunggu (bottlenecks), khususnya pada jenis layanan yang sering diakses oleh aparatur (PNS) dari satuan kerja lain, seperti layanan permohonan informasi, layanan pengaduan, dan layanan penyerahan produk pengadilan.1 SOP akan disederhanakan dan disesuaikan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan untuk memastikan alur kerja yang lebih efisien.
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b. Peningkatan Kapasitas Petugas PTSP (Pelatihan):
Akan dilaksanakan program peningkatan kompetensi, baik melalui in-house training maupun Bimbingan Teknis (Bimtek), bagi seluruh petugas frontliner dan back-office yang terkait dengan PTSP. Materi pelatihan akan difokuskan pada tiga pilar: efisiensi kerja, pelayanan prima (service excellence), dan manajemen waktu. Pelatihan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan kemampuan menerapkan prinsip "Cepat & Tepat" dalam merespons setiap permintaan layanan.

c. Penguatan Responsivitas Petugas (Daring dan Luring):
Akan dilakukan penegasan kembali komitmen dan pengawasan terhadap petugas PTSP untuk selalu siap dan tanggap (responsive). Responsivitas ini tidak hanya berlaku pada layanan tatap muka (luring), tetapi juga pada seluruh kanal layanan daring, termasuk telepon, WhatsApp resmi, dan email.
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BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah berhasil melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) untuk periode Triwulan II  Tahun 2026. Hasil survei menunjukkan pencapaian kinerja yang "Sangat Baik" dengan perolehan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,98 atau 99,5%, yang masuk dalam Mutu Pelayanan 'A'.
2. Sebagai wujud komitmen terhadap Pembangunan Zona Integritas dan prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), manajemen telah melakukan analisis mendalam terhadap hasil survei. Meskipun seluruh unsur berkinerja "Sangat Baik", telah diidentifikasi satu unsur prioritas perbaikan, yaitu "U2: Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini ", yang memperoleh nilai 3,94.
3. Telah dirumuskan Rencana Aksi yang konkret dan strategis untuk merespons temuan tersebut. Rencana Aksi ini berfokus pada dua area utama: (1) Peningkatan Kinerja PTSP melalui pelatihan dan penanaman nilai profesionalisme, serta (2) Optimalisasi Media Informasi (Website dan Media Sosial) untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi layanan.


B. Saran


1. Diperlukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala (misalnya, bulanan) oleh Pimpinan dan Tim Penjamin Mutu terhadap implementasi Rencana Aksi yang telah ditetapkan dalam Laporan Tindak Lanjut ini.
2. Efektivitas dari implementasi Rencana Aksi, khususnya yang ditujukan untuk meningkatkan Unsur U6 (kompetensi / kemampuan petugas) harus diukur dan dievaluasi dampaknya pada pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Triwulan II Tahun 2026.


LAMPIRAN


EVIDEN RENCANA TINDAK LANJUT

Matriks berikut merinci Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tahun 2026.
Tabel 3.1 Matriks Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat TW I  2026

	Area Prioritas Perbaikan (Berdasarkan Unsur SPAK)
	Rekomendasi (Berdasarkan Laporan SPAK TW I I 2026)
	Rencana Tindak Lanjut (Detail Aksi)
	Penanggung Jawab (PIC)
	Target Waktu Implementasi

	U2: Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

(Nilai Terendah: 3,94)
	Peningkatan kembali untuk pelayanan dan profesionalisme yang berorientasi Pelayanan diluar Prosedur.
	1. Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP):

a. Melatih seluruh staf dalam pelayanan yang setara dan sensitivitas terhadap keragaman (agama, ras, gender, usia, disabilitas, dsb).
	Panitera / Sekretaris

(Penanggung Jawab PTSP)
	Mulai Triwulan I I 2026

(April-Juni 2026)

	
	
	b. Memastikan semua pihak dilayani berdasarkan urutan, urgensi, atau kriteria obyektif lainnya, bukan faktor subjektif.
	
	

	
	
	c. Menanamkan nilai profesionalisme dan pelayanan publik yang berorientasi pada SPAK
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